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Pelibatan TNI

Pemerintah dan DPR membahas skala ancaman terorisme
scbelum Presiden memutuskan melibatlkan TNI. BNPT akan .
bertanggung jawab menetapkan skala ancaman terorisme.

JAKARTA, KOMPAS — Dcwan Per-
wakilan Rakyat menawarkan op-
si baru untuk mengatur pelibatan
Tentara Nasional - Indonesia
dalam upaya pemberantasan te-
rorisme. Dalam pembahasan ter-
baru, Panitia Khusus Revisi Un-
dang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme DPR
mengusulkan agar TNI dilibat-
kan saat ancaman tcrorisme
mencapai level tertinggi.
Namun, pemerintah diharap-
kan dapat menyamakan sikap
terkait isu pelibatan TNI ini se-
belum membahasnya dengan
DPR. Pasalnya, saat ini, peme-
rintah belum sepakat mengenai
keterlibatan militer dalam mena-
ngani aksi terorisme selain yang
diatur Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang TNI.
Ketua Pansus RUU Antite-
rorisme DPR dari Fraksi Partai
Gerindra, Muhammad Syafii, di
Jakarta, Jumat (26/1), mengata-
kan, dalam forum lobi, informal,
pansus sudah menawarkan se-
jumlah opsi baru untuk melibat-
kan TNI. "Pelibatan TNI itu su-
dah tidak terbantah. Namun, ba-
gaimana pelibatannya nanti, ka-
mi sepaham. biar pemerintah de-
ngan TNI-Polri yang berunding.

Kami memberi beberapa bentuk |

skema, bisa dipilih.” kata Syafii.
Salah satu opsi pelibatan TINT
yang mengemuka dalam rapat
konsinyering Panitia Kerja (Pan-
ja» RUU Antiterorisme DPR ber-
sama pemerintah, kemarin, ada-
lah menetapkan skala ancaman
untuk mengukur batas pelibatan
TNI dalam memberantas teror-
isme. Mekanisme itu mengacu

pada sistem United Kingdom
Terror Threat Level di Inggris.

Ada beberapa level ancaman
aksi terorisme. Mengacu pada
sistem Inggris, level itu terdiri
dari rendah-moderat-substansi-
al-parah-kritis ow-rnoderate-
substantial-severe-critical). Ang-
gota Pansus RUU Antiterorisme
DPR dari Fraksi Partai Nasdem,
Akbar Faizal, menuturkan, nan-
tinya Badan Nasional Penang-
gulangan Terorisme @BNPD),
yang dalam rcvisi UU Antiter-
orisme disepakati untuk diper-
kuat, bertanggung jawab mene-
tapkan eskalasi ancaman ketika
terjadi aksi terorisme.

»Jadi, jika mau melibatkan
TNI, biar TNI turun tangan ke-
tika levelnya sudah paling tinggi,
yaitu level kritis,” kata Akbar.

Namun, menurut dia, aturan
rinci soal level ancaman seba-
iknya tak diatur dalam revisi UU
Antiterorisme, tcetapi dalam per-
aturan presiden. “Ini salah satu
opsi yang berkembang. Opsi lain
nanti akan kami lihat.-Yang pen-
ting, pemerintah satu suara dulu.
TNI dan Tolri berembuk. Jika
perlu, dibahas bersama Menko
Polhukam atau rapat terbatas de-
ngan Presiden,” kata Akbar.

Terkait level ancaman, anggota
Pansus RUU Antiterorisme DPR
dari Fraksi PPP, Arsul Sani, men-
contohkan, aksi terorisme yang
mencapai level kritis, misalnya,
ledakan bom secara sporadis di
banyak daerah secara bersamaan
dengan pola tertentu. BNPT me-
netapkan skala ancamannya sc-

_saat ini

bagai kritis, lalu menyampaikan-
nya kepada Presiden, yang de-
ngan persetujuan DPR memu-
tuskan melibatkan TNI. -
Adapun anggota tim pemerin-
tah Panja RUU Antiterorisme,
Ambeg Paramarta, mengatakan,
premerintah dan DPR
masih fokus membahas penguat-
an BNPT sebagai lembaga yang
mengoordinasikan upaya pe-
nanggulangan terorisme. Pemba-
hasan, menurut dia, belum sam-
pai pada poin pelibatan TINI.
“Jadi, belum tahu akan seperti
apa (terkait pelibatan TIND. Be-
lum ada pembahasan soal itu,
DPR belum minta,” kata Ambeg.

Usul judul

Sebelumnya, Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto menyu-
rati Pansus RUU Antiterorisme
DPR mengusulkan agar judul
RUU Pemberantasan Tindak Pi-
dana Terorisme diubah menjadi
RUU Penanggulangan Aksi Te-
rorisme serta mengubah definisi
terorisme agar TINI bisa terlibat
aktif menindak teroris.

Anggota Pansus RUU Antite-
rorisme DPR dari Fraksi PDI-P,
Risa Mariska, mengatakan, surat
itu menunjukkan, Panglima TINT
kurang memahami proses legis-
lasi di DPR. Pasalnya, surat ter-
sebut tidak dikirimkan terlebih
dahulu kepada menteri yang di-
tugaskan Presiden membahas
RUU Antiterorisme bersama
DPR, yaitu Menkumham.

”Seharusnya Panglima TNT bi-
sa lebih bijaksana schingga tidak
membuat pembahasan RUU An-
titerorisme menjadi lebih pan-
jang,” ujarnya. (AGE) .
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Beberapa opsi skema peilbatan TNi usulan DPR

GTNJ dilibatkan dalam penanganan
aksi terorisme ketika skal
ancaman dalam suatu aks
terorisme sudah me
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